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Abstract. This study aims to examine the effect of leverage, institutional ownership and operating
cash flow on tax avoidance of mining companies. In this study using secondary data in the form of
financial statements of mining companies from 2014-2019. The sample in this study were 34 company
samples and 204 observations. The analytical method used in this study was multiple linear
regression. The results showed that partially, variable leverage, institutional ownership and
operating cash flow had positive effect on tax avoidance.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan
arus kas operasi terhadap penghindaran pajak perusahaan tambang. Dalam penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan tambang dari tahun 2014-2019.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 sampel perusahaan dan jumlah pengamatan atau observasi
sebanyak 204. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, variabel leverage, kepemilikan institusional dan arus
kas operasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: leverage, kepemilikan institusional, arus kas operasi, penghindaran pajak.

Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil
maupaun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, negara harus menggali sumber
pendapatan dari dalam negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi setiap negara
termasuk di Indonesia sehingga pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung
kemandirian finansial suatu negara. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangatlah menentukan pencapaian penerimaan pajak.
Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia rendahnya rasio penerimaan pajak Indonesia
dibandingkan negara-negara Asean, tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Syafina, 2019). Pajak adalah kontribusi
wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pohan, 2015).

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan wajib pajak
cenderung berusaha mengurangi atau memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Fenomena dimana
perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan
pajak yang besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, menyebabkan wajib pajak berusaha
melakukan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini dapat dilakukan dengan cara penghindaharan
pajak (tax avoidance) oleh perusahaan selaku wajib pajak dengan tujuan mengurangi pajak yang
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harus dibayarkan. Kondisi ini sejalan dengan agency theory atau teori keagenan dimana Jensen dan
Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih 84
orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal

serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Pemerintah

yang bertindak sebagai principal memerintahkan kepada perusahaan sebagai agen, untuk membayar

pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen

lebih  mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga
meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan
setelah pajak. Penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena
tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan
yang ada (Pohan, 2015:23). Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh
perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan
meningkatkan cash flow perusahaan. Dalam konteks pendapatan negara, penghindaran pajak telah
membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk
mengurangi beban defisit atas anggaran negara (Budiman, 2012).

Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai
agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan, termasuk kebijakan leverage. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan
memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang terjadi, seperti dalam
menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau leverage. Leverage (struktur utang)
merupakan rasio besarnya utang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan.
Leverage dapat diartikan juga sebagai rasio utang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam
kegiatan pembiayaan perusahaan. Perusahaan dapat memilih pendanaan dengan hutang karena
adanya biaya bunga sebagai pengurang pajak (tax shield) sehingga beban pajak perusahaan menjadi
lebih kecil, maka semakin tinggi rasio leverage suatu perusahaan semakin tinggi pula usaha
perusahaan melakukan penghindaran pajak (Musthafa, 2017).

Terdapat research gap mengenai hasil penelitian dengan menggunakan leverage sebagai
variabel independen. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017) menyatakan
bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Kim dan Im
konsisten dengan Annisa (2017) yang meneliti tentang pengaruh leverage terhadap penghindaran
pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran
pajak. Sementara itu, penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa leverage
tidak memiliki pengaruh yang sigfnifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga oleh
Reinaldo dan Rusli (2017) dimana dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa leverage tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu
perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu
penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional (Gusti, 2013).
Menurut Pohan (2009: 114), kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki
institusi dan kepemilikan blockholder (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%).
Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih
baik. Terdapat research gap terhadap penelitian yang menggunakan kepemilikan institusional
sebagai variabel independen, dimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman
dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik
penghindaran pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional,
maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sementara
itu, penelitian Leipala (2017) menunjukan bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif
dengan penghindaran pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Damayanti dan Susanto
(2015) dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak berkaitan dengan potensi untuk mempengaruhi laba akuntansi dan laba
fiskal. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui instrumen pendapatan dan instrumen biaya,
sehingga akan mempengaruhi arus kas operasi, kondisi ini terkait dengan pelaporan laba perusahaan,
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laba yang tinggi akan menyebabkan pembayaran pajak perusahaan juga tinggi (Hery, 2016).
Menurut Hapsari dan Manzilah (2016) arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas operasi 85
mencakup pengaruh kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban, kemudian
dimasukan dalam penentuan laba bersih. Sumber kas ini umumnya dianggap ukuran terbaik dari
kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana yang cukup untuk dapat melanjutkan usahanya
termasuk pembayaran pajak. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reynolds and Francis
(2000), menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap tindakan manajemen
perusahaan dalam mengelola laba. Tindakan menajemen perusahaan dalam mengelola laba
merupakan bagian dari manajemen laba. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari,
Ratnawati dan Silfi (2017), menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan
terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi dapat
mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Prasiwi dan Harto (2015) berpendapat bahwa
penghindaran pajak menunjukan adanya pengaruh lansung dan tidak langsung terhadap arus kas saat
ini atau arus kas masa depan. Pengaruh langsung dari penghindaran pajak yaitu meningkatnya arus
kas yang dimiliki perusahaan melalui penghematan pajak. Pengaruh tidak langsung dari
penghindaran pajak akan mempersulit transaksi bisnis dan informasi menjadi tidak transparan.

Pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Perkembangan industri pertambangan di Indonesia masih memiliki potensi besar di masa yang akan
datang. Hal ini disebabkan oleh potensi geologi Indonesia yang sangat kaya akan bahan tambang.
Hingga kini Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor lima di dunia. Pada 2019
Indonesia menghasilkan sekitar 557 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di
samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80%
dari produksi batu bara nasional ditujukan untuk ekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan
oleh industri pertambangan batubara membuat pelaku bisnis industri pertambangan menghasilkan
pundi-pundi kekayaan yang fantastis (Sulmaihati, 2019).

Data dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mencatat dari
6001 Wajib Pajak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), hanya 967 wajib pajak
yang ikut tax amnesty sedangkan sisanya 5034 wajib pajak tidak ikut tax amnesty. Fenomena ini
mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak disektor minerba yang masih rendah,
sehingga pada akhirnya sangat berdampak pada penerimaan pajak disektor pertambangan minerba.
Kontribusi penerimaan pajak dalam triliun rupiah disektor pertambangan minerba sejak tahun 2015
sampai dengan tahun 2019 juga berfluktuasi berturut-turut; Rp.17,68; Rp.15,75; Rp. 23,76; Rp.
30,30 dan Rp. 40,21. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan
dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dari tahun 2015 hingga tahun 2018
berturut-turut shb: 4,7%; 3,9%; 4,3% dan 4,95. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan
dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu seperti, penelitian
Nagadiman dan Puspitasari (2014), Arianandini dan Ramantha (2018), Reinaldo dan Rusli (2017).
Pertama, selain variabel leverage dan kepemilikan institusional, peneliti manambah variabel lain
yaitu arus kas operasi perusahaan. Alasannya karena jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas
operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat
menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi perusahaan termasuk
didalamnya pembayaran pajak. Kedua, objek penelitian pada perusahaan pertambangan mineral dan
batu bara (Minerba) dengan tahun periode dan sampel yang baru yaitu tahun 2014 sampai dengan
tahun 2019. Ketiga, adanya research gap dari hasil penelitian yang menggunakan leverage dan
kepemilikan institusional sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai variabel
dependen yang bertolak belakang dari beberapa peneliti seperti yang sudah disebutkan sebelumnya
menjadi alasan, kedua variabel tersebut untuk diteliti kembali.

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk: 1) menguji dan memperoleh bukti empiris
pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.; 2) menguji dan memperoleh bukti empiris
pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.; 3) menguji dan memperoleh bukti
empiris pengaruh arus kas operasi terhadap penghindaran pajak.
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Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rerangka konseptual penelitian, maka persamaan regresi berganda dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y =a+BXy+P2Xo+ PsXs+ g

Keterangan

Y = Penghindaran Pajak

o = Konstanta

B = Koefisien regresi

X1 = Leverage

X2 = Kepemilikan Institusional
X3 = Arus Kas Operasi

€ = error (tingkat kesalahan)

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya
tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang
menggunakan leverage memiliki tujuan agar keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya tetap.
Rasio Leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin
tingginya beban bunga akibat utang. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio leverage maka semakin
tinggi beban bunga akibat utang yang berdampak pada kecilnya laba yang diterima oleh perusahaan.
Sehingga perusahaan akan menggunakan rasio leverage yang tinggi untuk praktik penghindaran pajak
(Musthafa, 2017).

Menurut Rachmithasari (2005:1), penghindaran pajak adalah penataan transaksi yang
dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara
yang dimaksudkan oleh hukum pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Dengan
demikian, penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dalam menghindari pajak
karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode dan teknik yang
digunakan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan
perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya
tetap tambahan berupa bunga atau interest yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan merupakan
pengurang beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan dengan
rasio leverage yang tinggi dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga
memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi (Hery, 2016:163). Hal ini sejalan
dengan teori trade-off yang mengatakan bahwa perusahaan akan menggunakan leverage sampai
tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan karena adanya manfaat pajak akibat
penggunaan leverage. Teori Modiglani dan Miller juga mengatakan bahwa faktor hutang bisa
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menghemat perusahaan dalam membayar pajak karena hutang menimbulkan pembayaran bunga yang
akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak sehingga terdapat penghematan pajak. 87

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim, dan Im (2017) menyatakan bahwa leverage
berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Kim dan Im konsisten dengan
Annisa (2017) yang meneliti tentang pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak yang berarti
semakin tinggi rasio leverage maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak. Sementara itu,
penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh
yang sigfnifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga oleh Reinaldo dan Rusli (2017)
dimana dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan perusahaan adalah kumpulan beberapa pihak atau institusi yang menjadi
bagian dari pemegang saham suatu perusahaan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.
Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan yang kemudian berdampak
pada kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial
merupakan bagian dari jenis struktur kepemilikan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan
saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank,
perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Gusti, 2013). Adanya kepemilikan oleh
institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan—perusahaan investasi dan kepemilikan
oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal
(Ardianingsih dan Ardiyani, 2016). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan
mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), kaitan kepemilikan institusional dengan
penghindaran pajak adalah apabila hubungan antara pemegang saham dan manejer baik maka tidak
akan ada praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila hubungan antara pemegang saham dan
manejer tidak baik maka, praktik penghindaran pajak akan dilakukan. Adanya kepemilikan
institusional akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap manajemen perusahaan yang
berdampak pada hubungan antara pemegang saham dan manejer tidak baik. Hubungan yang tidak
baik tersebut akan mendorong manejer untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan penghindaran
pajak. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang mengatakan bahwa tindakan penghindaran pajak
dilakukan oleh manajemen dimotivasi oleh opportunistic dan signaling, yaitu untuk mendapatkan
kompensasi dan insentif atau sebagai sinyal kepada pemegang saham bahwa manajemen memiliki
kinerja yang baik. Sesuai dengan teori trade-off masalah hubungan yang tidak baik antara pemegang
saham dan manejer dapat diselesaikan jika kepemilikan manejer ditingkatkan, sebaliknya masalah
hubungan akan menjadi besar jika kepemilikan manejer diperkecil dan kepemilikan institusional
diperbesar.

Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh
terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan
institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi
kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh
perusahaan sehingga perusahaan akan menggunakan kepemilikan institusional sebagai praktik
penghindaran pajak.

Arus kas operasional adalah arus kas yang terkait dengan operasional perusahaan pada masa
periode tertentu. Biasanya yang termasuk pada arus kas operasional adalah penerimaan kas dari
konsumen, pembayaran utang, pembayaran biaya pegawai (gaji dan tunjangan), pembayaran bunga,
pembayaran pajak, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan aktivitas operasional. Jumlah arus
kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya
organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara
kemampuan operasi organisasi, membayar deviden dan pajak dan melakukan investasi baru tanpa
mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Oleh karena itu, semakin besar rasio arus kas operasi
mengindikasikan semakin besar besar laba yang diterima sehingga akan mendorong perusahaan untuk
melakukan praktik penghindaran pajak (Hery, 2016).

Menurut Hapsari dan Manzilah (2016), arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas operasi
mencakup pengaruh kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban, kemudian
dimasukan dalam penentuan laba bersih. Sumber kas ini umumnya dianggap ukuran terbaik dari
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kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana yang cukup untuk dapat melanjutkan usahanya.
Arus kas operasi yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pendapatan yang lebih besar 88
dari beban, yang berarti perusahaan memiliki laba yang besar. Oleh karena itu, arus kas operasi yang
tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hapsari dan
Manzilah (2016), melaporkan arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap tindakan
manajemen perusahaan dalam mengelola laba. Tindakan menajemen perusahaan dalam mengelola
laba merupakan bagian dari manajemen laba. Menurut Novitasari, Ratnawati dan Silfi (2017),
manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba tidak
selalu menaikan laba tetapi juga menurunkan laba yang terjadi pada suatu periode. Jika untuk
mendapatkan bonus, manajer akan cenderung menaikan laba, untuk kepentingan dengan pemerintah
laba cenderung dikurangi agar pembayaran pajak dapat dikurangi. Sehingga dapat dikatakan besar,
kecilnya sumber kas operasi dapat mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan.

Menurut Scott (2015) salah satu motivasi terjadinya manajemen laba adalah motivasi pajak.
Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan
melalui penggunaaan akrual. Salah satu karakteristik manajemen laba adalah meminimumkan laba
(income minimation) dengan cara mengurangi laba sehingga menghasilkan laba minimum yang
dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada
pemerintah. Tindakan manajemen laba menyebabkan laporan keuangan yang disajikan tidak
mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang mengatakan
bahwa adanya masalah keagenan disebabkan oleh adanya asimetri informasi atau adanya informasi
yang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam teori keagenan, ada dua motivasi manajemen
dalam melakukan manajemen laba, yaitu motivasi opportunistic dan signaling. Pada motivasi
opportunistic, manajemen melakukan manajemen laba karena berhubungan dengan kompensasi dan
insentif. Sementara pada motivasi signaling, manajemen melakukan manajemen laba karena
berhubungan dengan evaluasi Kinerja dan selanjutnya digunakan sebagai sinyal kepada pemegang
saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif hubungan kausal. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang diambil dari
website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan tambang. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sebanyak 48 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive
Sampling, yaitu untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan,
meliputi:

1. Perusahaan tambang yang memiliki dan menyampaikan laporan keuangan secara lengkap tahun
2014-2019.
2. Perusahaan tambang yang memiliki laporan keuangan yang berakhir 31 Desember.

Sesuai dengan kriteria sampel yang ada, maka terdapat 34 perusahaan yang memenuhi kriteria
dengan jumlah data yang diolah adalah 204, diperoleh dari 34 sampel perusahaan tambang dikali
dengan periode tahun penelitian yaitu 6 tahun, 2014 sampai 2019.

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang dijadikan sampel berdistribusi
normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas
residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatakan berdistribusi
normal atau tidak dapat diidentifikasi dengan membandingkan nilai signifikasi yang diperoleh dengan
nilai signifikasi yang ditetapkan. Jika nilai signifikasi yang diperoleh (p value) untuk variabel yang di
analisis lebih besar dari nilai signifikasi yang ditetapkan sebesar 5% atau 0,05, artinya data
berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikasi yang diperoleh lebih kecil dari pada nilai
signifikasi yang ditetapkan sebelumnya 5% atau 0,05, artinya data tidak berdistribusi normal
(Ghozali, 2016).

Gazali, Karamoy dan Gamaliel, hal. 83-96



Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL", 11 (2), 2020

b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat 89
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk menguji
heteroskedastisitas digunakan metode Glejser Test, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute
residual terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan
5%. Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedasitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan
0,05 maka terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2016).
c. Uji Multikolinearitas
Untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen maka digunakan uji
multikolinieritas. Tidak adanya korelasi di antara variabel independen mengindikasikan bahwa suatu
model regresi adalah baik. Ghozali (2016) menjelaskan bahwa pengujian yang dilakukan untuk
mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai
tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat
diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya, jika
tolerance < 0.10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel leverage, kepemilikan
institusional, dan arus kas operasi terhadap Penghindaran Pajak, dapat menggunakan analisis regresi
berganda. Untuk membuktikan hipotesis tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: Uji
Hipotesis dengan Uji t (t-test). Penggunaan uji t dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat
diketahui seberapa besar pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji statistik t
digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara parsial atau individual
berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dengan melihat besarnya nilai t dapat digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Penetapan untuk
mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu:
a. Membandingkan t hitung dengan t tabel
1) Jika t hitung > t-tabel maka HO ditolak dan H1 diterima.
2) Jika t hitung < t-tabel maka HO diterima dan H1 ditolak.
b. Melihat tingkat signifikan
1) Apabila signifikansi t hitung < 0,05 maka HO ditolak dan H1 diterima.
2) Apabila signifikansi t hitung > 0,05 maka HO diterima dan H1 ditolak.
C. Jika hasil penelitian tidak sesuai arah hipotesis (positif dan negatif) walaupun berada dibawah
tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Analisis Deskriptif Data

Tabel 1 Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
DER 204 0,09 4,65 1,9351 0,91964
Kl 204 0,01 2,60 0,5613 0,41962
AKO 204 0,01 11,75 0,8439 1,26086
ETR 204 0,00 3,37 0,3631 0,46780
Valid N (listwise) 204

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 23

Dari table 1, dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean dan standar deviasi
dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Nilai terendah variabel leverage dengan jumlah data 204 adalah 0,09 dan nilai tertinggi
variabel leverage adalah 4,65. Rata-rata leverage dengan jumlah data 204 adalah sebesar 1,9351
dengan standar deviasi sebesar 0,91964. Dengan demikian, tidak terjadi penyimpangan data untuk
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variabel leverage dikarenakan nilai standar deviasinya yang masih rendah dan tidak berbeda jauh
dengan nilai rata-rata variabel tersebut. 90

Nilai terendah variabel kepemilikan institusional dengan jumlah data 204 adalah 0,01 dan
nilai tertinggi variabel kepemilikan institusional adalah 2,60. Rata-rata kepemilikan institusional
dengan jumlah data 204 adalah sebesar 0,5613 dengan standar deviasi sebesar 0,41962. Dengan
demikian, tidak terjadi penyimpangan data untuk variabel kepemilikan institusional dikarenakan nilai
standar deviasinya yang masih rendah bahkan lebih kecil dari nilai satu dan tidak berbeda jauh dengan
nilai rata-rata variabel tersebut.

Nilai terendah variabel arus kas operasi dengan jumlah data 204 adalah 0,01 dan nilai
tertinggi variabel arus kas operasi adalah 11,75. Rata-rata tingkat arus kas operasi dengan jumlah data
204 adalah sebesar 0,8439 dengan standar deviasi sebesar 1,26086. Dengan demikian, tidak terjadi
penyimpangan data untuk variabel arus kas operasi dikarenakan nilai standar deviasinya yang masih
rendah bahkan lebih kecil dari nilai satu dan tidak berbeda jauh dengan nilai rata-rata variabel
tersebut.

Nilai terendah variabel penghindaran pajak yang diukur Effective Tax Rate (ETR) dengan
jumlah data 204 adalah 0,00 dan nilai tertinggi adalah 3,37. Rata-rata penghindaran pajak dengan
jumlah data 204 adalah sebesar 0,3631 dengan standar deviasi sebesar 0,39379. Dengan demikian,
tidak terjadi penyimpangan data untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan nilai standar
deviasinya yang masih rendah dan tidak berbeda jauh dengan nilai rata-rata variabel tersebut.

2. Uji Asumsi Klasik
a) Uji Normalitas
Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji K-S dengan menggunakan data
residual menghasilkan nilai yang dinyatakan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 204
Normal Parameters®? Mean .0000000
Std. Deviation 44861259

Most Extreme Differences Absolute 163
Positive 163

Negative -.129

Test Statistic 163
Asymp. Sig. (2-tailed) .000¢

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil olah data SPSS 23

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa data residual tidak berdistribusi normal atau
tidak memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan untuk kelima
variabel tersebut (asymp sig) lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 (a = 5%). Meskipun
nilai signifikan tidak lebih besar dari nilai signifikansi sehingga data tidak berdistribusi
normal, akan tetapi terdapat sebuah teori yang menyatakan data tersebut dapat dikatakan
berdistribusi normal jika sampel dalam penelitian tersebut mencapai 30 sampel atau lebih.
Teori ini disebut dengan Central Limit Theorem (Teori Limit Pusat) yang diperkenalkan
pertama kalinya oleh Pierre Simon Laplace (Spiegel, Schiller dan Srinivasan, 2013).
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Teori ini menyatakan bahwa kurva distribusi sampling (untuk ukuran sampel 30 atau
lebih) akan berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki semua sifat-sifat 91
distribusi normal. Kegunaan teorema terletak pada kesederhanaan definisinya. Teori ini

juga menyatakan bahwa jika beberapa kondisi tertentu terpenuhi, maka distribusi rata-rata

dari sejumlah variabel independen mendekati distribusi normal dengan jumlah sampel
mendekati tak terhingga. Dengan kata lain, tidak diperlukan informasi yang banyak
tentang distribusi aktual variabel, asalkan ada cukup sampel dari mereka, jumlah mereka
dapat didistribusikan secara normal

b) Uji Heterokedastisitas
Pada tabel 3 di bawah ini akan disajikan hasil dari uji heterokedastisitas dengan metode
glesjer test adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 157 135 1.163 .246
DER .082 .052 113 1.586 114
Kl .051 116 .032 444 .658
AKO -.025 .039 -.047 -.649 517

a. Dependent Variable: Abs_RES2
Sumber: Hasil Olah data SPSS 23

Pada tabel 3, hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari
semua variabel independen > 0,05. Hal ini berarti, tidak terdapat gejala heterokedastisitas
pada variabel independen.

c) Uji Multikolinearitas
Pada tabel 4 di bawah ini akan disajikan hasil dari uji multikoloniearitas dalam penelitian
ini sebagai berikut.

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

COLLINEARITY
STATISTICS
MODEL
TOLERANCE VIF

(CONSTANT)
Leverage 0,972 1,008

Kepemilikan
Institusional 0,928 1,078
Arus Kas Operasi 0918 1,090

Sumber: Hasil olah data peneliti SPSS 23

Pada tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk semua variabel independen dalam
penelitian yakni variabel leverage, kepemilikan institusional dan arus kas operasi
semuanya kurang dari nilai satu. Hal ini berarti bahwa tidak adanya multikolinearitas
dalam penelitian ini. Hal ini didukung dengan melihat nilai VIF pada tabel tersebut yakni
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nilai VIF untuk semua variabel independen kurang dari nilai 10 dan untuk nilai tolerance
lebih dari nilai 0,1. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa adanya hubungan yang 92
linear atau hubungan ynag kuat antara satu variabel bebas (independen) dengan variabel
bebas yang lainnya karena telah memenuhi syarat multikolinearitas.

3. Analisis Regresi Moderasi
Uji statistik (uji t) ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara
individual terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak. Pada tabel 5 di bawah ini akan
disajikan hasil dari uji statistik (uji t) yang telah dilakukan.

Tabel 5 Uji Hipotesis

Model Unstandardized Standardized t Sig.

Coefficients Coefficients

Std. Error Beta

(Constant) 0,025 0,091 0,277 0,782
Leverage 0,102 0,035 0,200 2,903 0,004
Kepemilikan
|nStitUSi0na| 0,172 0,078 0,154 2,186 0,030
Arus Kas Operasi 0,053 0,026 0,144 2,028 0,044
a. Dependent Variable: etr

Sumber: Hasil olah data SPSS 23

Berdasarkan tabel 5, model regresi linier berganda dapat dituliskan persamaan regresinya
sebagai berikut:

Y =0,025 + 0,102 X; + 0,174 X, + 0,053 X3

Nilai konstanta sebesar 0,025 artinya jika variabel independen leverage, kepemilikan
institusional dan arus kas operasi sama dengan 0, maka nilai variabel terikat akan bernilai
sebesar 0,025.

Hasil uji statistik variabel leverage (X1), thitung dan nilai signifikan (Sig.) diperoleh
angka sebesar 2,903>tuper 1,69092, sig. hitung 0,004< 0,05 (0= 5%) dan nilai koefisien positif.
Dengan demikian, leverage (X:) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y) dan
besarnya nilai koefisien pengaruh langsung leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan
pertambangan adalah sebesar 0,102. Hal ini berarti Hi; diterima. Nilai beta dalam
unstandardized coefficient variabel leverage menunjukkan angka 0,200, yang artinya jika
variabel leverage ditingkatkan satu kali maka penghindaran pajak perusahaan pertambangan
akan meningkat sebesar 0,200.

Hasil uji statistik variabel kepemilikan institusional (X), thitung dan nilai signifikan
(Sig.) diperoleh angka sebesar 2,186>tibel 1,69092 dan sig. hitung 0,030 < 0,05 (0= 5%) serta
nilai koefisien positif. Dengan demikian, kepemilikan institusional (Xz) berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan (Y) dan besarnya nilai koefisien
pengaruh langsung kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan
pertambangan adalah sebesar 0,172. Hal ini berarti H, diterima. Nilai beta dalam
unstandardized coefficient variabel kepemilikan institusional menunjukkan angka 0,154, yang
artinya jika variabel kepemilikan institusional ditingkatkan satu kali maka penghindaran pajak
perusahaan pertambangan akan meningkat sebesar 0,154.

Hasil uji statistik variabel arus kas operasi (Xs), thitung dan nilai signifikan (Sig.)
diperoleh angka sebesar 2,028> tine 1,69092 dan sig. hitung 0,044<0,05 (0= 5%) serta nilai
koefisien positif. Dengan demikian, arus kas operasi (X3) berpengaruh positif terhadap
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penghindaran pajak perusahaan pertambangan (Y) dan besarnya nilai koefisien pengaruh
langsung arus kas operasi terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan adalah 93
sebesar 0,053. Hal ini berarti Hz diterima. Nilai beta dalam unstandardized coefficient
variabel arus kas operasi menunjukkan angka 0,144, yang artinya jika variabel arus kas
operasi ditingkatkan satu kali maka penghindaran pajak perusahaan pertambangan akan
meningkat sebesar 0,144.

Leverage dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian parsial (uji t) yang telah dilakukan diketahui
bahwa hasil uji statistik untuk variabel leverage (X1) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
perusahaan tambang (Y). Hal ini berarti, semakin besar rasio leverage maka praktik penghindaran
pajak juga semakin besar. Rasio leverage yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki
hutang yang besar sehingga beban bunga akibat hutang juga besar. Besarnya beban bunga
memperkecil laba yang diterima sehingga akan memperkecil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Kim dan Im (2017) dan Annisa (2017), yang
menemukan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh signifkan terhadap penghindaran pajak. Hal
ini berarti, bagi perusahaan tambang, besar kecilnya leverage yang diukur dengan penggunaan hutang
memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio leverage, semakin tinggi
tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Perusahaan tambang akan
menggunakan rasio leverage yang tinggi untuk tujuan penghindaran pajak. Hal ini mendukung teori
trade-off yang mengatakan bahwa perusahaan akan menggunakan rasio leverage sampai tingkat
tertentu karena adanya manfaat penghematan pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori
Modigliani dan Miller (1963) yang mengatakan bahwa faktor hutang bisa menghemat perusahaan
dalam membayar pajak karena hutang menimbulkan pembayaran bunga yang akan mengurangi
jumlah penghasilan kena pajak sehingga terdapat penghematan pajak.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Hasil uji statistik variabel kepemilikan institusional (X:) berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak perusahaan pertambangan (Y). hal ini berarti bahwa semakin besar rasio
kepemilikan institusional, akan semakin mendorong praktik penghindaran pajak pada perusahaan
pertambangan. Rasio kepemilikan institusional yang tinggi mengindikasikan beban pajak yang besar,
sehingga praktik penghindaran pajak sering dilakukan untuk memperbesar rasio kepemilikan
institusional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari
(2014), yang menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti, bagi perusahaan pertambangan semakin tinggi
kepemilikan institusional, maka penghindaran pajak akan semakin tinggi. Adanya kepemilikan
institusional menyebabkan tingginya beban pajak yang harus dibayarkan oleh institusi, hal ini yang
mendorong perusahaan pertambangan menggunakan kepemilikan institusional sebagai alat untuk
penghematan pajak.

Semakin tinggi kepemilikan institusional, beban pajak semakin tinggi sehingga pajak yang
dibayarkan akan semakin kecil. Semakin besarnya kepemilikan institusional akan mendorong
timbulnya masalah hubungan antara pemegang saham dan manajer. Masalah hubungan tersebut dapat
mendorong pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak agar terlihat kinerja yang baik.
Hal ini sesuai dengan teori trade-off yang mengatakan bahwa masalah hubungan antara pemegang
saham dan manajer dapat diselesaikan dengan memperkecil kepemilikan institusional. Sementara,
motivasi manajemen melakukan penghindaran pajak sesuai dengan teori keagenan adalah untuk
menunjukkan bahwa pihak manajemen memiliki kinerja yang baik.

Arus Kas Operasi dan Penghindaran Pajak

Hasil uji statistik variabel arus kas operasi (Xs) berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak perusahaan pertambangan (), artinya semakin tinggi rasio arus kas operasi maka semakin
tinggi juga praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan. Rasio arus kas yang tinggi secara
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tidak langsung menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang tinggi, sehingga mendorong
praktik penghindaran pajak. 94

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017) yang
menemukan bukti empiris bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap
penghindaran pajak. Hal ini berarti, bagi perusahaan pertambangan, besar kecilnya arus kas operasi
berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas
operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan
arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi, membayar
deviden dan pajak serta melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari
luar.

Aktivitas operasi sebagai penentu laba/rugi bersih perusahaan. Jumlah arus kas yang kecil
menujukkan kecilnya laba yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga perusahaan mempraktikan
penghindaran pajak dengan menampilkan arus kas operasi yang kecil, untuk menghemat pembayaran
pajak. Perbedaan jumlah arus kas operasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan dengan kondisi
sebenarnya menimbulkan masalah keagenan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang mengatakan
bahwa masalah keagenan disebabkan oleh adanya informasi yang berbeda dengan kondisi sebenarnya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

Secara parsial variabel leverage dengan proksi Debt to Equity Ratio berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan. Hal ini berarti, bagi perusahaan
pertambangan semakin besar rasio leverage maka semakin besar pula praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan
pertambangan. Tingginya kepemilikan institusional cenderung akan meningkatkan beban pajak
sehingga praktik penghindaran pajak akan meningkat.

Demikian juga dengan variabel arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak perusahaan pertambangan. Hal ini berarti, bagi perusahaan pertambangan
semakin besar arus kas operasi akan mendorong praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran peneliti dalam rangka menghindari praktik
penghindaran pajak dalam sektor pertambangan:

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa leverage, kepemilikan institusional dan arus kas
operasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak membuktikan bahwa perusahaan pertambangan
melakukan praktik penghindaran pajak. Besarnya pajak yang dibebankan pada sektor pertambangan
mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu,
pemerintah melakukan pengawasan secara ketat pada proses pembayaran pajak perusahaan
pertambangan. Besarnya beban pajak yang ditanggungkan pada perusahaan pertambangan, jika tidak
dibarengi dengan pengawasan yang ketat tidak akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor
pertambangan. Selain itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan
dalam kaitan penghindaran pajak adalah perusahaan pertambangan sebaiknya meningkatkan laba
melalui kegiatan operasi perusahaan. Artinya, perusahaan pertambangan berusaha menghasilkan
produk terbaik untuk dapat meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data terakhir tahun 2019, peneliti selanjutnya diharapkan
menggunakan data laporan keuangan terbaru yaitu data laporan keuangan tahun 2020 dan bisa
menggunakan perusahaan dari sektor lain atau menggabungkan semua sektor untuk melihat
perbandingan praktik penghindaran pajak.
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